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a.

KABUPATEN TABALONG

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan
kualitas pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan
tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik, perlu
membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital
Nasional Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor 1573);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
3);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 37);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Mal Pelayanan Digital Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU digunakan untuk Aplikasi Mal Pelayanan Publik
Digital Nasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui
pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka
pelaksanaan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital
Nasional;

¢. memberikan pendampingan kepada Masyarakat dan
menjalankan mekanisme bantuan teknis sesuai dengan
panduan yang telah ditentukan;

d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan peningkatan
kualitas pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

e. melaporkan tindak lanjut implementasi perbaikan
pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional minimal
satu kali dalam satu tahun dan/atau sesuai kebutuhan
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik;
dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Tim dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan
hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau
sewaktu-waktu jika dipertukan.
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KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung |,
pada tanggal 22 /?"”( ZozG

WQ/ BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANIT

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

3. Anggota Tim yang bersangkutan




LAMPIRAN
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TANGGAL )] Agcil pYYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK
DIGITAL NASIONAL KABUPATEN TABALONG

NO JABATAN DALAM DINAS JIREAIAS IR0 | ey

1. | Bupati Tabalong Pengarah I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II

3. |Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ketiia
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong

4. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Wakil Ketua

5. | Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi .

: Administrator

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan MPPDN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong

6. |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Verifikator
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu MPPDN
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

7. | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Pengelola
Kesehatan Kabupaten Tabalong SISDMIK

8. | Penyuluh Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pengelola
Tabalong SISDMIK

9. | Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Anpgeot
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong ggota

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI T




